
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk
kegiatan/tugas dalam penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakat harus sesuai
dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/daerah, agar Perjalanan
Dinas Dalam Negeri dapatdilaksanakan secara lebih
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab;

b. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu dilakukan
perbaikan karena tidak sesuai dengan kondisi
penyelenggaran pemerintahan saat ini, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas DiLingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
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2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 825);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor
533);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun 2006 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN.
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Pasal I

Bahwa Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dalam Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten SeruyanTahun
2017 Nomor 46), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I7

(1) Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) diperkenankan melakukan
Perjalanan Dinas Jabatan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Dalam Wilayah Kerja
maksimal 2 (dua) kali dalam satu Tahun Anggaran;

b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 2 (dua)
kali dalam satu Tahun Anggaran;

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah maksimal 2 (dua) kali
dalam satu Tahun Anggaran;

d. Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan
maksimal 1 (satu) kali untuk peningkatan Sumber
Daya Manusia dalam satu Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas PTT selaku sopir kendaraan
dinas Jabatan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/ Unsur Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah/
KepalaDinas/ Badan/ Satuan Unit Kerja, Sopir Kendaraan
Operasional dan motoris, awak kapal, Ajudan Bupati/
Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah,
Petugas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, tenaga
yang memiliki keahlian/keterampilan tugas tertentu yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupatiatau memiliki
Sertifikasi dari lembaga yang memiliki legalitas maka
ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku.

PasalII

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Tangga l2 Juli 2018.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah KabupatenSeruyan.

Diundangkan di Kuala Pembuang
Padatanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

Ditetapkan di Kuala Pembuang
padatanggal 6 Agustus 2018

Pj. BUPATI SERUYAN,

ttd

MUHAMMAD HATTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 15


